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SOP
INSPEKTORAT JENDERAL 

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Nomor SOP
Me'i 2otiTgl. Disahkan

Tgl. Revisi
Tgl. Diberlakukan

Inspektur JenderalDisahkan oleh

M. PRAMINTOHADI SUKARNO
Pembina Utama (IV/e)

NIP. 19630521 198803 1 001
"Pelaksanaan Tindak Lanjut Basil Pemeriksaan BPK RI"

Dasar Hukum : Cara Mengatasi :
1.

2.

3.

4.

17 Tahun 2003 tentang

1 Tahun 2004 tentang

15 Tahun 2004 tentang 
dan Tanggung Jawab

6.

7.

Undang-Undang Nomor 
Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 
Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 
Pemeriksaan Pengelolaan 
Keuangan Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Pengawasan Intern;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 
2022 tentang Organisasi dan Tata Keija Kementerian 
Perhubungan;
PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Umum Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak 
Lanjut Basil Pengawasan Fungsional;
Keputusan Inspektur Jenderal Nomor KP-ITJEN 6 
Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan dan 
Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Basil Pengawasan 
dan Pemeriksaan di Lingkungan Kementerian 
Perhubungan.

1. Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil 
pemeriksaan BPK RI bersama dengan auditi;
2. Melakukan koordinasi secara aktif kepada BPK 
dal am pelaksanaan pemutakhiran tindak lanjut 
tiap semester.

Keterkaitan : Peralatan :
1. SOP Penyusunan Tanggapan Laporan Basil 

Pemeriksaan (LBP) BPK RI Tingkat Kementerian;
2. SOP Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Aparatur 

Sipil Negara;
3. SOP Penyusunan Laporan Monitoring, Pembinaan dan 

Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Basil Audit Itjen dan 
Tindak Lanjut Laporan Basil Pemeriksaan BPK RI.

1. Komputer/Laptop;
2. Printer;
3. Alat tulis kantor;
4. Proyektor.

Peringatan :
Apabila analisis tidak dilaksanakan dengan tepat, maka 
tindak lanjut yang dilakukan auditi tidak dapat memenuhi 
rekomendasi hasil pemeriksaan.
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SOP
INSPEKTORAT JENDERAL 

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Nomor SOP
Tgl, Disahkan
Tgl. Revisi
Tgl, Diberlakukan
Disahkan oleh

M€t

Inspektur Jenderal

M/PRAMINTOHADI SUKARNO
Pembina Utama (IV/e) 

NIP. 19630521 198803 1 001

"Pelaksanaan Tindak Lanjut Basil Pemeriksaan BPK RI"

Dasar Hukum : Cara Mengatasi :
1. 17 Tahun 2003 tentang

1 Tahun 2004 tentang

15 Tahun 2004 
dan Tanggung

tentang
Jawab

4.

5.

6.

7.

Undang-Undang Nomor 
Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 
Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 
Pemeriksaan Pengelolaan 
Keuangan Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Pengawasan Intern;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 
2022 tentang Organisasi dan Tata Keija Kementerian 
Perhubungan;
PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Umum Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak 
Lanjut Basil Pengawasan Fungsional;
Keputusan Inspektur Jenderal Nomor KP-ITJEN 6 
Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan dan 
Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Basil Pengawasan 
dan Pemeriksaan di Lingkungan Kementerian 
Perhubungan.

1. Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil 
pemeriksaan BPK RI bersama dengan auditi;
2. Melakukan koordinasi secara aktif kepada BPK 
dal am pelaksanaan pemutakhiran tindak lanjut 
tiap semester.

Keterkaitan : Peralatan :
1. SOP Pen3oisunan Tanggapan Laporan Basil 

Pemeriksaan (LBP) BPK RI Tingkat Kementerian;
2. SOP Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Aparatur 

Sipil Negara;
3. SOP Penyusunan Laporan Monitoring, Pembinaan dan 

Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Basil Audit Itjen dan 
Tindak Lanjut Laporan Basil Pemeriksaan BPK RI.

1. Komputer/Laptop;
2. Printer;
3. Alat tulis kantor;
4. Proyektor.

Peringatan
Apabila analisis tidak dilaksanakan dengan tepat, maka 
tindak lanjut yang dilakukan auditi tidak dapat memenuhi 
rekomendasi hasil pemeriksaan.



URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA

Inspektur
Jenderal

Sekretaris
Inspektorat

Jenderal
Kabag. PHPHH

Koordinator
Substansi

Pengelolaan
Hasil

Pengawasan

An alls LHA 
rrjEN, BPK, 

BPKP

Audit!/Unit 
Keija Eselon I Kelengkapan Output KETERANGAN

Menerima Laporan Basil Pemeriksaan 
(LHP) BPK RI dan memerintahkan untuk 
melakukan pemantauan tindak lanjut 
rekomendasi LHP BPK Rl

cz> Laporan Basil Pemeriksaan 
(LHP) BPK RI

1. Laporan Hasil 
Pemeriksaan BPK RI

2. Perintah Iijen

Memerintahkan untuk menganalisis dan 
memantau tindak lanjut rekomendasi 
Laporan Basil Pemeriksaan BPK RI

1. Laporan Basil 
Pemeriksaan BPK RI

2. Perintah Iijen

1. Laporan Hasil 
Pemeriksaan BPK RI

2. Perintah Sesitjen

Memerintahkan untuk menganalisis dan 
memantau tindak lanjut rekomendasi 
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI

1. Laporan Hasil 
Pemeriksaan BPK RI

2. Perintah Sesitjen

1 jam 1. Laporan Hasil 
Pemeriksaan BPK RI

2. Perintah Kabag. PHPHH

Melakukan analisis temuan dan 
rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan 
BPK RI
- Melakukan input data pads Tabel 
Monitoring Tindak Lanjut Laporan Basil 
Pemeriksaan BPK RI

1. Laporan Hasil 
Pemeriksaan BPK RI

2. Perintah Kabag. PHPHH
3. Surat Tugas 

(jika diperiukan)

Tabel Monitoring Tindak 
Lanjut Laporan Hasil 
Pemeriksaan BPK RI

1. Data LHP yang perlu diinput 
minimal berisi:
a. Judul Temuan
b. Nilai Temuan
c. Rekomendasi
d. Nilai Rekomendasi
e. Rincian Rekomendasi (Per 
Auditi)

2. Analisis temuan dan 
rekomendasi dilaksanakan 
untuk;
a. memilah rekomendasi 
masing-masing Eselon I dan 
auditi
b. kebutuhan data dukung 
untuk memenuhi rekomendasi

□ □
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URAIAN PROSEDUR Inspektur
Jenderal

Sekretaris
Inspektorat

Jenderal
Kabag. PHPHH

Koordinator
Substansi

Pengelolaan
Hasil

Pengawasan

Analis LHA 
ITJEN, BPK, 

BPKP

Auditi/Unit 
Kerja Eselon I Kelengkapan Output KETERANGAN

13. Menyusun Konsep Surat Sekretaris 
Inspektorat Jenderal perihal Undangan 
Monitoring Progres Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan BPK RI

label Monitoring Tindak 
Lanjut Laporan Hasil 
Pemeriksaan BPK RI

1 hari Konsep Surat Undangan 
Monitoring Progres Tindak 
Lanjut Hasil Pemeriksaan 
BPK RI

Memeriksa, memberi paraf dan 
menyampaikan Konsep Surat Undangan 
Monitoring Progres Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan BPK RI

1. Tabel Monitoring Tindak 
Lanjut Laporan Hasil 
Pemeriksaan BPK RI

2. Konsep Surat Undangan 
Monitoring Progres 
Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan BPK RI

2 jam Konsep Surat Undangan 
Monitoring Progres Tindak 
Lanjut Hasil Pemeriksaan 
BPK RI

Memeriksa, menandatangani dan 
menyampaikan Surat Undangan 
Monitoring Progres Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan BPK RI

Konsep Surat Undangan 
Monitoring Progres Tindak 
Lanjut Hasil Pemeriksaan 
BPK RI

1 jam Surat Undangan Monitoring 
Progres Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan BPK RI

1. Penomoran dan pengiriman 
surat dilaksanakan 
berdasarkan SOP Penanganan 
Surat Keluar di Lingkungan 
Inspektorat Jenderal yang 
Dikelola oleh Bagian

2. Surat Undangan Monitoring 
Progres Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan BPK RI 
disampaikan kepada Unit Keija 
Eselon I

Melaksanakan Monitoring Progres 
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI 
bersama masing-masing Unit Keija 
Eselon I

1. Surat Undangan 
Monitoring Progres 
Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan BPK RI

2. Surat Tugas (apabila 
diperlukan)

Hasil Monitoring Progres 
Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan BPK RI

0



URAIAN PROSEDUR Inspektur
Jenderal

Sekretaris
Inspektorat

Jenderal
Kabag. PHPHH

Koordinator
Substansi

Pengelolaan
HasU

Pengawasan

Analis LHA 
rrjEN, BPK, 

BPKP

Auditi/Unit 
Keija Eselon I Kelengkapan Output KETERANGAN

Melakukan input basil monitoring dan 
kompilasi dokumen data dukung tindak 
lanjut

Hasil Monitoring Progres 
Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan BPK RI

2 hari 1. Tabel Monitoring Tindak 
Lanjut Laporan Hasil 
Pemeriksaan BPK RI

2. Kompilasi Dokumen 
Data Dukung Tindak 
Lanjut

Menyusun konsep Surat Undangan 
Pemutakhiran Tindak Lanjut bersama 
Tim BPK RI kepada masing-maaing Unit 
Ketja Eselon I

1. Tabel Monitoring Tindak 
Lanjut Laporan Hasil 
Pemeriksaan BPK RI

2. Kompilasi Dokumen 
Data Dukung Tindak 
Lanjut

3. Surat Tugas Tim BPK RI

Konsep Surat Undangan 
Pemutakhiran Tindak 
Lanjut

Pemutakhiran Tindak Lanjut 
dilaksanakan setiap Semester 
dengan jadwal yang tel ah 
ditentukan oleh BPK RI

Memeriksa, memberi paraf dan 
menyampaikan konsep Surat Undangan 
Pemutakhiran Tindak Lanjut bersama 
Tim BPK RI kepada masing-masing Unit 
Keija Eselon I

Konsep Surat Undangan 
Pemutakhiran Tindak 
Lanjut

3 jam Konsep Surat Undangan 
Pemutakhiran Tindak 
Lanjut

Menandatangani Surat Undangan 
Pemutakhiran Tindak Lanjut bersama 
Tim BPK RI kepada masing-masing Unit 
Keija Eselon I

Konsep Surat Undangan 
Pemutakhiran Tindak 
Lanjut

Surat Undangan 
Pemutakhiran Tindak 
Lanjut

Melaksanakan Pemutakhiran Tindak 
Lanjut bersama Tim BPK RI dan 
perwakilan Unit Keija Eselon I

1. Surat Undangan 
Pemutakhiran Tindak 
Lanjut

2. Surat Tugas (apabila 
diperlukan)

10 hari Rekap monitoring temuan 
hasil pemeriksaan yang 
sudah dibahas dengan BPK 
RI

0 0



PELAKSANA MUTU BAKU
Koordinator
Substansi

Pengelolaan
Hasil

Pengawasan

Sekretaris
Inspektorat

Jenderal

Analis LHA 
rrjEN, BPK, 

BPKP

URAIAN PROSEDUR KETERANGANInspektur
Jenderal

Auditi/Unit 
Keija Eselon IKabag. PHPHH Kelengkapan OutputWaktu

Menyusun Konsep Nota Dinas Hasil 
Sementara Pemutakhiran Tindak Lanjut

1 hariRekap monitoring temuan 
hasil pemeriksaan yang 
sudah dibahas dengan BPK 
RI

Konsep Nota Dinas Hasil 
Sementara Pemutakhiran 
Tindak Lanjut

Memeriksa, memberi paraf dan 
menyampaikan Konsep Nota Dinas Hasil 
Sementara Pemutakhiran Tindak Lanjut

Konsep Nota Dinas Hasil 
Sementara Pemutakhiran 
Tindak Lanjut

Konsep Nota Dinas Hasil 
Sementara Pemutakhiran 
Tindak Lanjut

- Menandatangani Nota Dinas Hasil 
Sementara Pemutakhiran Tindak Lanjut 

Menyampaikan Nota Dinas Hasil 
Sementara Pemutakhiran Tindak Lanjut 
kepada Inspektur Jenderal

Konsep Nota Dinas Hasil 
Sementara Pemutakhiran 
Tindak Lanjut

Nota Dinas Hasil Sementara 
Pemutakhiran Tindak 
Lanjut

Penomoran dan pengiriman surat 
dilaksanakan berdasarkan SOP 
Penanganan Surat Keluar di 
Lingkungan Inspektorat Jenderal 
yang Dikelola oleh Bagian

Menerima Nota Dinas Hasil Sementara 
Pemutakhiran Tindak Laryut

1 hariNota Dinas Hasil Sementara 
Pemutakhiran Tindak 
Laiyut

Berita Acara hasil 
Pemutakhiran Tindak 
Lanjut Rekomendasi BPK RI

Hasil akhir Pemutakhiran Tindak 
Lanjut Rekomendasi BPK RI 
dituangkan dalam berita acara 
yang disusun oleh Tim BPK dan 
ditandatangani oleh Itjen dan BPK


